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Kata Pengantar

KementerianPUPR melalui Direktorat JenderalCipta
Karya mempunyai program Universal Access 100-0-100
yaitu 100% aksessanitasi,0 ha permukimankumuh, dan
100% aksesair minum layak Untuk mewujudkanprogram
tersebut, diperlukan suatu proses pekerjaan yang cepat
dalam mendukung pencapaian target Salah satu hal
mendukungdalam percepatartargettersebutadalahdengan
efisiensiprosespengajuarrevisi anggararunit kerja Revisi
anggaranmerupakanhal yang sulit untuk dihindari karena
tenggat waktu antara proses perencanaananggarandan
pelaksanaamanggararcukuplama(sekitarl tahun)sehingga
dapat saja terjadi perencanaanyang disusun belum
mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang
direncanakan Selain itu, adanya perubahanmetodologi
pelaksanaarkegiatandan perubahankebijakan pemerintah
dalam tahun anggaran juga dapat menjadi alasan
dilakukannyarevisi anggaran

Saat ini di Direktorat Jenderal Cipta Karya proses
pengajuan revisi anggaran sebelum ke Kementerian
Keuanganmasih memakanwaktu yang cukup lama Hal
tersebut dikarenakan dalam penyampaianusulan revisi
anggaranunit-unit kerja di LingkunganDitjen Cipta Karya
masih belum melengkapidengandokumendokumen yang
dipersyaratkan Dokumen yang belum lengkap tersebut
membuatDirektorat KeterpaduarPermukimansebagaiunit
kerja yang bertugasuntuk memprosesrevisi anggaranke
Kementerian Keuangan menjadi semakin lama Semakin
lamanya proses revisi anggaran akan mengakibatkan
kegiatankegiatan aka banyak yang tertunda dan pada
akhirnya akan berpengaruh pada tingkat penyerapan
anggararDirektoratJenderalCiptaKarya.

Oleh karenanya, diperlukan suatu tata cara dalam
pengajuarrevisi anggararunit kerja baik dalampengaturan
waktu maupundokumenyangdipersyaratkanBuku ini yang
berisi tentangtata carapengajuarrevisi anggararunit kerja
di Lingkungan Ditjen Cipta Karya diharapkan dapat
memberi pengetahuanbagi unit kerja sehingga proses
pengajuarrevisi dapatlebih efisien
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REVISI ANGGARAN

Perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan

berdasarkan APBN Tahun Anggaran berjalan dan
disahkan dalam DIPA

I LATAR BELAKANG I

Perencanaan yang disusun belum mencukup seluruh
kebutuhan untuk tahun yang direncanakan karena
tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran
dan pelaksanaan anggaran cukup lama (sekitar 1

tahun)

Adanya perubahan metodologi pelaksanaan

Adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam tahun
berjalan

g JENIS REVISI ANGGARAN

Revisi anggaran dalam hal pagu tetay

R Revisi anggaran dalam hal pagu berub

f —

A




REVISI ANGGARAN

DI DIREKTORAT JENDERAL

ANGGARAN




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Berubah

Merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan olel
penambahan/pengurangan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Berubah

Perubahan anggaran belanja

yang bersumber dari PNBP
Percepatan penarikan PHLN
dan/atau PHDN =2

Perubahan anggaran belanja yang
g bersumber dari PNBP atas klaim HHHE

Asuransi Barang Milik Negara

Perubahan anggaran dalam rangka
tanggap darurat, rehabkon akibat 4
terjadinya bencana alam




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Berubah

Merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan ol
penambahan/pengurangan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Berubat

"

M Pengurangan alokasi pinjaman
proyek S
N

Lanjutan pelaksanaan kegiatan tahun
tahun sebelumnya yang bersumber d

PHLN

Lanjutan pelaksanaan kegiatan
E‘ yang dananya dari sisa dana P = 3
SBSN

N\

el

—




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Berubah

Merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan olel
penambahan/pengurangan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Berubat

-

—

.@. Tambahan alokasi belanja
4 pegawai akibat selisih kurs 1O
N\

aa EEREETTT g

Y/ /‘\ Perubahan alokasi anggaran
9, pembayaran bunga utang A=
N




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Berubah

Merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan olel
penambahan/pengurangan pagu belanja K/L

Perubahan alokasi anggaran e
41 pembayaran cicilan E
Perubahan pembayaran investasi pada
badan usaha internasional akibat . P B

perubahan kurs

Perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan
15 dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman
Tunai sebagai akibat tambahan pembiayaan

4

. Perubahan Pagu Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana 1S
® @ 8 Desa

[ — )

Pergeseran anggaran BA 999.08 ke

@T?:J BAKIL




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Tetap

Merupakan pergeseran rincian anggaran yang titekyebabkan
perubahan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Tetap

Pergeseran anggaran
antarsubbagian anggaran dalam BA
999

Pergeseran anggaran utk memen
kebutuhanneligible expenditure

atas Kegiatan PHLN

Pergeseran anggaran untuk memenuhi

kebutuhan belanja operasional dalam 1
program yang dipebuhi dari anggaran
keluaran lain dalam peruntukan yang

berbeda

9o Pergeseran anggaran belanja ya
'- dibiayai dari PNBP antarunit kerja

)
d dalam 1 program yang sama

4




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Tetap

Merupakan pergeseran rincian anggaran yang titekyebabkan
perubahan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Tetap

Pergeseran anggaran dalam 1
program untuk memenuhi

tunggakan tahun sebelumnya

Pergeseran anggaran untuk
penyelesaian sisa kewajiban
pembayaran kegiatan yang dibia
SBSN yang melewati TA

Pergeseran anggaran antara

° °
Program lama dan Program baru
untuk penyelesaian administrasi I:_-q I ?.I.J
DIPA sepanjang disetujui DPR

Pergeseran anggaran dalam 1
q Program yang sama untuk
H H penyediaan dana restrukturisasi
Kementerian/Lembaga




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Tetap

Merupakan pergeseran rincian anggaran yang titekyebabkan
perubahan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Tetap

Pergeseran anggaran dalam 1 atau
antarprovinsi/kab/kota untuk
kegiatan dekonsentrasi, tugas
pembantuan, dan urusan bersama

AU Pergeseran anggaran untuk

pembayaran kewajiban penjamin
yang telah jatuh tempo

Pergeseran anggaran untuk
pembukaan kantor baru atau Satker
baru

Pergeseran anggaran untuk
penanggulangan bencana

10




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Tetap

Merupakan pergeseran rincian anggaran yang titekyebabkan
perubahan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Tetap

Pergeseran anggaran untuk N\
penyelesaian putusan \\

pengadilan yang telalwcracht g

Pergeseran anggaran Kegiata
kontrak tahun jamak untuk
rekomposisi pendanaan
antartahun

kontraktual/swakelola selain untuk
menambah volume keluaran ybs
atau keluaran lain

Pergeseran anggaran
antarkeluaran (outpu) Priorita

Nasional

Pergeseran anggaran untuk A
pemanfaatan sisa anggaran

16
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Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Tetap

Merupakan pergeseran rincian anggaran yang titekyebabkan
perubahan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Tetap

Revisi anggaran untuk penyelesaian a'am's
sisa pekerjaan tahun sebelumnya
yang dibebankan pada DIPA tahun %

berjalan

.\' Penggunaan anggaran dalam BA
r BUN yang belum dialokasikan

0. ® aamDIPABUN

Pergeseran anggaran pembayaran
kewajiban utang sebagai dampak
dari perubahan komposisi
instrument pembiayaan utang

Pemenuhan kewajiban negara
sebagai akibat dari keikutsertaan
sebagai anggota organisasi
internasional

12




Revisi Anggaran dalam hal

Pagu Anggaran Tetap

Merupakan pergeseran rincian anggaran yang titekyebabkan
perubahan pagu belanja K/L

Penyebab Terjadinya Revisi Anggaran Pagu Tetap

Revisi Anggaran terkait dengan BA
BUN yang masih memerlukan
penelaahan atau harus dilengkapi

dokumen terkait

Penggunaan dana keluaran (outp
cadangan
Pergeseran anggaran antarkeluaran
(output) yang berdampak pada M
penurunan volume keluaran

(output)

22
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Revisi Anggaran Administrasi

Merupakan revisi yang tidak berkaitan dengan alokasi
belanja negara.

Penyebab Terjadinya Revisi Administrasi

Perubahan rumusan informasi
kinerja dalamgatabas®KA-K/L
DIPA dengan menggunakan
Sistem Aplikasi

4

14
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ALUR PROSES REVISI ANGGARAN

SATKER PROVINSI KE DITJEN ANGGARAN

Satker
i

~

Kepala Balai

v

-~ .
—

Dirjen CK
c.q. Dir KIP

1

/

Direktorat KIP

l

™
— ih

Direktur Jenderal

Cipta Karya

'

(o)
]

Direktorat Jenderal

Anggaran

- 1 N
Satker menyampaikan surat usulan revisi <
anggaran beserta dokumen pendukung ke
L Direktorat sektor )
4 ) 7.
. > Satker
A Meneliti usulan dan kelengkapan mendownload ADK
dokumen RKA-K/L Online
A Menyetujui dan mengusulkan revisi beserta dokumen 4
anggaran ke Dirjen CK c.q Dir. KIP ) DIPA petikan
/ )
3.
Dirjen Cipta Karya memberikan disposisi &
ke Dir KIP atas usulan revisi Ka Balai E o
> < " aa
4 4. ) ﬂlb. Direktorat \
A Menerima dan meneliti usulan revisi sektor
anggaran dan kelengkapan dokumen Direktorat
pendukung <€ D> Sektor
A Jika sampai dengan 3 (tiga) hari berkas memberikan
usulan belum dilengkapi dengan rekomendasi

dokumen pendukung, usulan revisi akat
dikembalikan ke unit kerja pengusul

A Menyiapkan surat permintaan reviu
usulan revisi ke APIP/Itjen

-

Qeknis /

5a. Sekjen Kementerian

A Membuat surat usulan revisi anggaran PUPR _
beserta dokumen lainnya yang akan A Persetujuan Menteri
. o . selaku PA
ditandatangani Direktur Jenderal Cipta A Perubahan Output
\__Karya J Prioritas

5 ‘ < T

5b. Inspektorat

Kementerian PUPR

A Melakukan reviu
usulan revisi anggaran

A Menerbitkan CHR

6 Revisi

Menandatangani usulan Revisi Anggaran

Melakukan penelaahan atas usulan Revisi
Anggaran Bersamsama dengan Direktorat
Jenderal Cipta Karya

. =
—

RKA-K/L Online 15




ALUR PROSES REVISI ANGGARAN

[ 4 4
I:ET?.I.J SATKER PUSAT KE DITJEN ANGGARAN

4 1 N\

Satker menyampaikan surat usulan revisi
anggaran beserta dokumen pendukung ke

L Direktorat sektor )

Satker e )

‘ / 2 ) Satker

E PN dokumen ADK RKA-K/L

S

A Meneliti usulan dan kelengkapan mendownload

& ah A Menyetujui dan mengusulkan revisi Online beserta
: dokumen DIPA
. anggaran ke Dir. KIP _
Direktorat - _/ \ petikan
Sektor K /
4 3. I
A Menerima dan meneliti usulan revisi
l anggaran dan kelengkapan dokumen
pendukung
A Jika sampai dengan 3 (tiga) hari berkas
usulan belum dilengkapi dengan
~
dokumen pendukung, usulan revisi akam
A dikembalikan ke unit kerja pengusul

A Menyiapkan surat permintaan reviu
usulan revisi ke APIP/Itjen

Direktorat KIP A Membuat surat usulfan revisi anggaran 4a. Sekjen Kementerian
beserta dokumen lainnya yang akan PUPR
ditandatangani Direktur Jenderal Cipta A Persetujuan Menteri
Karya selaku PA

= N / A Perubahan Output
P | Prioritas

; ] ) iy

Menandatangani usulan Revisi Anggaran \L

Direktur Jenderal

Cipta Karya 4b. Inspektorat
Kementerian PUPR
A Melakukan reviu
usulan revisi anggaran
A Menerbitkan CHR
- Reuvisi
(it
5

Melakukan penelaahan atas usulan Revisi

Direktorat Jenderal | Anggaran Bersamsama dengan Direktorat ﬁ
Anggaran Jenderal Cipta Karya >

RKA-K/L Online 16




Dokumen Pengajuan Revisi

Ahggaran

Untuk mengajukan revisi anggaran, satker harus melampirk
dokumen berikut

Surat
e
|;|J

o-¢
H<®

RKA Satker

AR 33

17
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REVISI ANGGARAN

DI DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN




Jenis-Jenis Revisi Ahggaran yang

Dirroses di Dit. Pelaksanaan Anggaran

Revisi Anggaran yang
diproses oleh Ditjen
Perbendaharaan berup

pengesahan, sehingga
tidak memerlukan
penelaahan.

Pergeseran anggaran anta
satker, antar propinsi untuk
kegiatan dalam rangka
tugas pembantuan, urusan

4 Pergeseran anggaran dala\n
rangka penggunaan Sisa

Anggaran Kontraktual atau
Sisa Anggaran Swakelola
untuk menambah volume

kkeluaran (output) )

«

-

aa

-

Satker antaKanwil Ditjen
Perbendaharaan yang berbeda,
yang disampaikan oleh unit eselo
1 Kementerian/Lembaga

KETENTUAN

Direktorat Pelaksanaan Anggara
memproses usul Revisi Anggaran
berupa pergesern anggaran anta

Revisi Anggarandapat
dilakukan  sepanjang
tidak mengubalsumber

dana, misalnya dari
Rupaih Murni menjadi
PNBP,atausebaliknya

ﬁergeseran anggaran \

antarkeluarandutput)antar

Satker dalam 1 (satu) Program

antarwilayah kerja Kanwil Ditjen

Perbendaharaan guna:

a. Memenuhi kebutuhan biaya
operasional sepanjang
untuk jenis belanja yang
sama

b.  Memenuhi kebutuhan

Penyelesaian tunggakan
tahun sebelumnya /

selisih kurs
N

Pergeseran anggaran antar
satker di wilayah kerja
Kanwil Ditjen
Perbendaharaan yang berbegla
dalam rangka penyelesaian

pagu minus belanja pegawyi

\_

19




Dokumen Pengajuan Revisi Anggaran

Untuk mengajukan revisi anggaran, satker
harus melampirkan dokumen berikut

Surat
e
|;|J

o-¢
H<®

RKA Satker

AR 33

20




Revisi Administrasi yang Diproses di

Dit. Pelaksanaanh Ahggaran

KETENTUAN

Revisi administrasi yang memerlukan persetujue
Pejabat Eselon | dsn berada pada wilayah kerja

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yan
berbeda

Perubahan/penambahan nomor registrasi PHL

Perubahan/penambahan nomor registrasi SBS

Perubahan/penambahan cara penarikan PHLN ata
- PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman

' Perubahan/penambahan cara penarikan SBSN

Pencantuman/perubahan/penghapusan catata
halaman IV.B DIPA




Dokumen Pengajuan Revisi Administrasi

Untuk mengajukan revisi administrasi, satker
harus melampirkan dokumen berikut

Surat Usulan

e
.’

-
4
He<O

RKA Satker

Kronologis

Surat/keputusan terka
perubahan nomor registra %
PHLN/SBSN

22




2 ALUR PROSES REVISI ANGGARAN
(—| 000
=: KE DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
- 1 N
Satker menyampaikan surat usulan revisi <
anggaran beserta dokumen pendukung ke
L Direktorat sektor )
Satker - N -
‘ . 2. Satker
H A Meneliti usulan dan kelengkapan mendownload ADK E
dokumen RKA-K/L Online
A Menyetujui dan mengusulkan revisi beserta dokumen A
i anggaran ke Dirjen CK c.q Dir. KIP DIPA petikan
, \_ 4
Kepala Balai
J / )
(o IEEEN 3.
— i Dirjen Cipta Karya memberikan disposisi ]
ke Dir KIP atas usulan revisi Ka Balai E o
=
Dirjen CK b < .
c.q. Dir KIP 4 4a. ) ﬂlb. Direktorat \
A Menerima dan meneliti usulan revisi sektor
l anggaran dan kelengkapan dokumen Direktorat
pendukung <€ ->| Sektor
A Jika sampai dengan 3 (tiga) hari berkas memberikan
usulan belum dilengkapi dengan rekomendasi
dokumen pendukung, usulan revisi akam \leknis J
/ dikembalikan ke unit kerja pengusul
A Membuat surat usulan revisi anggaran
_ beserta dokumen lainnya yang akan
Direktorat KIP ditandatangani Direktur Jenderal Cipta
l S Karya )
[ SN
— i 5
Menandatangani usulan Revisi Anggaran
Direktur Jenderal
Cipta Karya
\
(n
6. ﬁ
AMenerbitkan surat pengesahan revisi - ~Z
anggaran
RKA-KI/L
Direktorat Jenderal _ Online 23
Perbendaharaan c.q. Dit.
Pelaksanaan Anggaran




Jenis-Jenis Revisi Ahggaran yang

Diproses di Kanwil Ditien Perbendaharaan

$ Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya
bersumber dari PHLN dan/atau PHDN

Penambahan dan/atau pengurangan
penerimaan hibah langsung, kecuali untuk
keluaran output)Prioritas Nasional yang
dibiayai dengan hibah

Penggunaan kelebihan realisasi atas target
PNBP fungsional pada APBN TA berjalan
untuk Satker pengguna PNBP yang tidak
terpusat sepanjang dalam 1 program yang
sama

i

Perubahan anggaran belanja yaegsumber
dariPNBP berupa penggunaan belanja di atag
pagu APBN untuk satker BLU

a4

24




Jenis-Jenis Revisi Ahggaran yang

Diproses di Kanwil Ditien Perbendaharaan

Pergeseran belanja dalam 1 (satu) Satker,
S untuk Satker pengguna PNBP sepanjang
7 dalam 1 (satu) Program yang sama

1 Pergeseran anggaran dalam rangka
\ memenuhi kebutuhan Belanja Operasional
“O—O- Satker

(-\ Pergeseran anggaran antar keluaran (output
,}, dalam satker yang sama, atau antar satker
~ dalam kanwil yang sama pada Keluaran

® (output) teknis Non Prioritas Nasional

Pergeseran antar satker dalam satu Kanwil
dalam rangka penyelesaian pagu minus
belanja pegawai TA.2018/2019

25




Dokumen Pengajuan Revisi Anggaran

Lanjutan pelaksanaan kegiatan yang dananya
bersumber dari PHLN dan/atau PHDN

Surat Usulan

e
.’

.91
H<0®

) -
RKA Satker 7 vz
Kronologis ?ULJ
Daftar sisa PHLN dan/atau PHD
dalam DIPA Petikan TA 2017 yan %
ditandatangani kepala KPP

26




Dokumen Pengajuan Revisi Anggaran

Penambahan dan/atau pengurangan penerimaan
hibah langsung

[ Surat Usulan ] [ Kronologis J

. Ringkasan Naskah Perjanjian
[Arsm Data Komputer J Hibah Langsung %

Matriks semula

menjadi dari RKAK/L Register Hibah

{Surat Persetujuan ]

Surat Persetujuan Pembukaan
Rekening Hibah

| |
{Copy DIPA terakhir ]
[ |

RKA Satker

27




Revisi Administrasi vang Diproses di
Kanwil Ditien Perbendaharaan

=

KETENTUAN

Revisi administrasi yang disebabkan old
kesalahan administrasi dan perubahan

rumusan yang tidak terkait dengan
anggaran

I
J
I

Ralat kode akun

Ralat kode KPPN sepanjang DIPA belum
| direalisasikan

Ralat kode lokasi Satker dan/atau lokasi KPPN

Perubahan rencana penarikan dana dalam halamatr
l1l DIPA

—

Ralat cara penarikan PHLN

Ralat cara penarikan SBSN
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Revisi Administrasi yang Diproses di

Kanwil Ditien Perbendaharaan

KETENTUAN

Revisi administrasi yang disebabkan old
kesalahan administrasi dan perubahan

rumusan yang tidak terkait dengan
anggaran

Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui
SBSN

- 1S S 38 J
il

Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak
berfungsinya fungsi matematis aplikasi REKAL
DIPA

Pencantuman/perubahan catatan halaman IV.B
DIPA berkaitan dengan tunggakan tahun
sebelumnya

Perubahan pejabat perbendaharaan

Perubahan kantor bayar sepanjang DIPA belum
direalisasikan

Perubahan nominal pagu komponen pembangunan
gedung dan/atau pengadaan kendaraan yang tercat
dalam halaman IV.B DIPA

I
I
I
{
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Dokumen Pengajuan Revisi Administrasi

Untuk mengajukan revisi administrasi, satker
harus melampirkan dokumen berikut

Surat Usulan

e
.’

.91
H<0®

RKA Satker 7 =
: ?
Kronologis I

Surat/keputusan terkali
perubahan nomor registras

PHLN/SBSN, lokasi
satker/KPPN
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s
UTTTRILL

ALUR PROSES REVISI ANGGARAN

KE KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

Kepala Balai

v
o)
= i

Dirjen CK
c.q. Dir KIP

1

/

Direktorat KIP

l

™
— ih

Direktur Jenderal
Cipta Karya

'

(o)
(i

e 1 A\
Satker menyampaikan surat usulan revisi
anggaran beserta dokumen pendukung ke
Direktorat sektor

\- J

4 )

2.
A Meneliti usulan dan kelengkapan
dokumen
A Menyetujui dan mengusulkan revisi
anggaran ke Dirjen CK c.q Dir. KIP
\_ 8]¢) J q )
/ )
3.
Dirjen Cipta Karya memberikan disposisi
ke Dir KIP atas usulan revisi Ka Balai

- J

4 )

4a.
A Menerima dan meneliti usulan revisi
anggaran dan kelengkapan dokumen

pendukung

A Jika sampai dengan 3 (tiga) hari berkas
usulan belum dilengkapi dengan
dokumen pendukung, usulan revisi akat
dikembalikan ke unit kerja pengusul

A Membuat surat usulan revisi anggaran
beserta dokumen lainnya yang akan
ditandatangani Direktur Jenderal Cipta
Karya

—

- J

5

Menandatangani usulan Revisi Anggaran

6.
AMenerbitkan surat pengesahan revisi
anggaran

Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan

<€ -

#

S

7.
Satker
mendownload ADK
RKA-K/L Online
beserta dokumen
DIPA petikan

=

=

[

\
=

C
ﬂlb. Direktorat \

sektor
Direktorat
Sektor

Qeknis

memberikan
rekomendasi

/

RKA-K/L
Online
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PETUNJUK OPERASIONAL

KEGIATAN




Revisi Petuniuk Operasional Kegiatan

(POK)

01.
02.

03.

04.
05.

KETENTUAN

POK merupakan petunjuk teknis dari RKA Satker yang
disusun dengan aplikasi RKWL DIPA

Dalam hal dilakukan perubahan komponen yang tidak
menyebabkan perubahan keluarantput)dan jenis
belanja, Satker berwenang melakukan Revisi Anggaran
dengan mengubah POK. Revisi POK cukup ditetapkan
oleh Satker

Revisi POK yaitu berupa pergeseran anggaran antar
Komponen dan antar Sub Konponen pada Keluaran
(output) yang sama sepanjang tidak mengubah jenis da
satuan keluaran (output), tidak mengubah volume

keluaran (output) dan tidak mengubah jenis belanja.

Khusus pergeseran dari komponen 001 (belanja gaji) ke
Akun lain diluar gaji revisi POK harus mendapatkan

pengesahan dari Kanwil Perbendaharaan (antisipasi
terjadi pagu minus belanja pegawai)

Dalam rangka penyamaatarabasKA-K/L DIPA
dengan data POK, KPA melakukan pemutakhiran data
POK secara berkala ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan
setempat
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/A ALUR PROSES REVISI PETUNJUK
-7 OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
r 1 N
Satker menyampaikan surat usulan revisi <
anggaran beserta dokumen pendukung ke
L Direktorat sektor )
Satker - N
J 2. 6
H A Meneliti usulan dan kelengkapan [ Dokumen POK Satkelﬁ
dokumen
N A Menyetujui dan mengusulkan revisi A
| anggaran ke Dirjen CK c.q Dir. KIP
Kepala Balai
J 4 )
™ - 3.
— i Dirjen Cipta Karya memberikan disposisi =
ke Dir KIP atas usulan revisi Ka Balai Z [ )
Dirjen CK b < .
c.q.DirkiP [ ) /" ab. Direktorat "\
4a. sektor
l A Menerima dan meneliti usulan revisi Direktorat
anggaran dan kelengkapan dokumen |<€ =>| Sektor
pendukung memberikan
A Jika sampai dengan 3 (tiga) hari berkas rekomendasi
usulan belum dilengkapi dengan \_teknis -/
dokumen pendukung, usulan revisi akamn
/ dikembalikan ke unit kerja pengusul
A Membuat surat usulan revisi anggaran
Direktorat KIP beserta dokumen lainnya yang akan
ditandatangani Direktur Jenderal Cipta
l Karya
o J
;M .
— . 3 — =
Menandatangani usulan Revisi Anggaran | = E—
Direktur Jenderal RKA-K/L
Cipta Karya Online
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Dokumeh Pendukung Revisi Petuhjuk

Untuk mengajukan revisi POK, satker harus
melampirkan dokumen berikut

Surat .
Usulan

Copy DIPA
terakhir
RKA Satker

Kronologis
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